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^pilnlieKrlAN 
RAKvATDAERAH I{,ABUPATEN BANGI(A

PIMPINAN DEUIAI PERV/AKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

: a. bahwa untuk menindaklanjuti paripurna penyampaiarr
Rap€rda tanggal 16 November 

'ZOZO, 
rn.i, p..i"

dilakukan perubahan susunan panitia Khusus
(Pansus) VI guna melakukan pengtajian 

--Ja.,

pembahasan terhadap Rancangan p"."tl"..r, O."."f,
sebagaimana yang diamanatkarrll"n ."p"t p".lp,r."i

b. bahwa pembentukan panitia Khusus Vl sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, pe.fu ait"etapf.an
d€ngan Keputusan Dewan perwakiian naf.yar Oa'e.ahKabupaten Bangka;

i 1. Undang-Undang Nomor. 2g Tahun 1959 tentano
Penetapan Undang_Undang Darurat Nomor 4 TJ;;
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomoi 6
Tahun 1956 (Lembaran Nigara Ripublik l"ao"."i"
Tahun 1956 Nomor 57) tentang pembentuk.r, D."r.t
Tingkat II dan Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai 

-Unda-ng_Undang

(Lembaran Negara Republik Indoiesia fahrr'" fSiS
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republix
Indonesia Nomor 1g2I l :

2 .  Undang Undang Nomor 27 Tahun 2O0O renLan"
Pembenrukan provinsi Kepulauun eangt<a eeiirun!
(Lembaran Negara Republik Indonesia lafrun ZOOit
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033):

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O0g tentang partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia"Tahun
2008 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4gQ1) sebagaimana ietatr ciiubat
dengan Undang-Undang ? Tahun 2011 lt emUaian
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51891:

Menimbang

Mengingat



5 .

4 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OI4 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilart
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Ralgat Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemeriitahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebasaimana telah beberapa kali diubah terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
i'lomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah (Lembaran
Ne[ara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
ilomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6 .

7 .

8.

9 .

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 1 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2Q18 Nomor 4 Seri D);

11. Peraturan Bupati Bangka Nomor 73 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 

'Anggaran 
2019 (Berita Da€rah

Kabupaten Bangka Tahun Anggaran2Ol8 Nomor 82);

: 1, Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Tanggal
16 November 2020;

2. Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus DPRD
Kabupaten Bangka Tanggal 16 November 2020;

Memperhatikan



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

17O /188.344lI2lVlIll2O2Q tanggal 19 Agustus 2020
tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) VI Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka menjadi
susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan in1.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka
Nomor: 170/ 188.3441 12 /vIIl /2O2O tanggal 19 Agustus 2020
tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) VI Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak menyangkut susunan
keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu
Keputusan in1.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

MEMUTUSKAN :

Merubah susunan Panitia Khusus {Pansus) VI sebagaimana
tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan RaLyat
Daerah Kabupaten Bangka Nomor:

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 16 November 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

fi waxll xetua,
T

[^ *r"o* *u***o*



Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : 17O1L88.344/\g /XI/2O2O
Tanggal : 16 November 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS VI

NO. NAMA JABATAN FRAKSI

1 . Marianto, S.Sos Ketua PKS-PAN-HANURA

2 . Denny Hasbi, SE Wakil Ketua PPP

3 . Drs. H. Usnen, M. Si Anggota PDI P

Eri Gustian, SH Anggota PDI P

Sarudin Anggota Gerindra

6 . M. Taufik Koriyanto, S.H, M.H Anggota Gerindra

7 . Romlan, SH Anggota Golkar

8 . Ruswanto, A.Md Anggota Golkar

9 . Imelda, S.Ap Anggota Golkar

10. Firdaus Djohan Anggota Nasdem

1 1 . Junaedi Surya Anggota Nasdem

T 2 , H.KMS. Herman SusilQ Anggota Demokrat

1 3 . Meidian Anggota Demokrat

T 4 , dr. Zarril Khiffari Anggota PKS-PAN-HANURA

1 5 . Darsani, SH Anggota BBB

16. Ramadian Anggota BBB

Dit€tapkan di Sungailiat
pada tanggal 16 November 2020

DEWAN PERWAKILAX RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

4 warIr, xBrul,
t

I" MENDRA KURNIAWAN
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